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Dermaga Kapal Pesiar akan Dibangun di lolvina

Pemprov Bali Rancanb
"Feasibility Study" 

I

Singaraja (Bali Post) - kedalamanan laut sebelum RTRW pariwisata. Kini te-
Potensi Pantai Lovina di dermagakapalpesiardiban- lah ada Rencana Induk

DesaKalibukbuk,Kabupaten gun. "Rencananya, kami Pelabuhan (RIP). Artinya,
Buleleng dalam mendukung akan membuat dermaga pengembangan pelabuhan
pendapatanaslidaerah(PAD) jetty ini untuk tempat ber- di lingkungan pa{iwisatapendapatanaslidaerah(PAD) jetty ini untuk tempat ber- di lingkungan padiwisata
dari sektor kepariwisataan sandarnya kapal pesiar. Ada harus jelas melaluii revital-
makindikembangkan.Dinas dua kemungkinan yakni isasi tiga tahap. ']Daerahmakrndrkembangkan.L,rnas dua kemungkrnan yaknr rsasr trga tahap.'li,raeran
Perhubungan, Informasidan membuat FS (Feasibility lingkungan pelabi[han dr
Komunikasi (Dishubinkom) Study -red) untuk dermaga Celukan Bawang, bukan
ProvinsiBaliberencanamen- khusus kapal pesiar dan untuk kegiatan padwisata,
ingkatkan fungsi di kawasan satu lagi dermaga ditam- khusus untuk bong{ar muat
dermaga jettyLovinadengan bahkan ponton atau der- barang saja. Selu]fuh:ryadermagalettyLovrnadengan bahkan ponton atau der- barang saJa. Selr4Fuhnya
mengembangkannya menjadi maga apung," katanya. mengacu kepada RTRW.
dermaga kapal pesiar. Tim Dana mengatakan, kun- Semua akan kami fakukan
pemantuan turun meninjau jungan pihaknya ke Lovina bertahap," tegasny{.
kondisidilapangandandini- bertujuan melihat kondisi Sementara itu, fnggota
lai layak untuk membangun Dermaga Lovina, di mana Komisi I DPRD n{li Nyo-
dermaga sebagai tempat Disbudpar Buleleng konon manTirtawanmengfatakan,
bersandarnya kapal pesiar barumenerimaserahterima dirinya mendukung ekse-
dari berbagai negara. barang dari pusat. Tindakan kutif membuat Fp pem-

Kabid Perhubungan Laut selanjutnya, dari Disbudpar bangunan khusus dermaga
Dishubinkom Provinsi Bali Bulelengakanmenyerahkan kapal pesiar. Diharapkan,
Ketut Dana mengatakan, ke Pemprov Bali berdasar- pembangunan fasil{itas itu
dermaga yang berada di kan UU nomor 23 tahun mampu mendongkrflk kun-
Lovina telah diserahkan 2014. Selain itu. berdasar- jungan wisatawan Lke BaIi
oleh pusat ke Pemkab Bule- kan RTRW Provinsi Bali Utara. "Kami ingin dermaga
leng. Selanjutnya, Pemkab dan RTRW Kabupaten Bule- jetty ini diperbaiki {an bisa
Buleleng menyerahkannya Ieng, keberadaanPelabuhan dikembangkanjadi{ermaga
ke Pemprov Bali sehingga Celukan Bawang hanya kapalpesiar.KalaupiCelu-
dermaga ini kini berada di digunakan sebagai pelabu- kan Bawang itu khrlsus un-
bawahPemprovBali. "Awal- han barang, sedangkan tuk bongkar muat trarang,"
nya memang rencananya di Lovina jelas termasuk ujarnya. (kmb34)
dikelola Pemkab Buleleng,
tapi kawasan di sepanjang
pantai tersebut kini men-
jadi ranah Pemprov Bali.
Dermaga yang terlalu tinggi
ini, akhirnya tidak bisa
digunakan sebagai tempat
bersandarnya kapal-kapaI
kecil. Ke depan kami akan
tambahkan pontton atau se-
jenis dermaga mengapung,"
ujar Dana ketika dikonfir-
masi di Lovina, Rabu (30/9)
kemarin.

Dana menambahkan,
dermaga ke depan akan
memiliki nilai tambah ter-
hadap kawasan di Lovina.
Pemprov Bali memiliki ke-
wenangan setelah dermaga Ball Post/kmbg

dis era-hka n ke p rovins i. DIKEMBANGKAN - Dennaga Jetty di hawasan pariwisa-diserahkan ke provinsi.
Pihaknya akan melakukan ta I'o,vi?9 Singaraia ini d'irancang untuh d,ihembqnghan

ltudi lanjut menyangkut rneniadi d'ennoga haltal pesiar.
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Eksekutif Jelaskan Prinsip, Pencairan Hibah

Tetap Mengacu pada Prinsip Kepafuh an

PENJABAT Bupati Bpdung
Ir. Nyoman Harry Yudha Saka,
M.M. bersa+a Sekda Badung
Kompyang R: Swandika melaku-
kan rapat bersama unsur pimpi-
nan di DPRD Badung untul men-
cari titi-k temu dalam pencairan
dana hibah untuk masy4rakat
Badung. Dalam rapat yan{ dige-
lar di ruang Ketua DPRD Ba-
dung, hadir Wakil Ketua DPDR
Badung I Made Sunarta beserta
unsur pimpinan seperti Ketua
|fumisi III Nyoman Satria, Ketua
Komisi II.Nyoman Dirgayusa
serta pimpinan fraksi-fraksi.
Dalam rapat tersebut, Penjabat
Bupati memberikan penjelasan
normatif terkait dengan prosedur
pencairan hibah yang difasilitasi
oleh Dewan.

Langkah eksekutif tersebut
sebagai wujud responsif dalam up-

akanAsas Normatif
aya mencari solusi terbaik terkait
penanganan persoalan khususnya
pencairan hibah. Mengingat. ber-
dasarkan amanat UU 23 Tahun
2014, di mana pencairan hibah
diperuntukkan bagi lembaga
yang berbadan hukum Indone-
sia. Sementara lembaga adat di
Bali tidak memenuhi unsur yang
dimaksud. Dengan demikian, per-
temuan itu dimaksudkan mencari
jalan tengah dan tetap rnengacu
pada prinsip-prinsip kepatuhan
akan asas normatif dan akunta-
bel dalam penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, Pe-
merintah Provinsi Bali tengah
menyiapkan pergub untuk da-
pat mencairkan hibah tersebut.
Meski demikian, kata Penjabat
Bupati, sampai saat ini salinan
pergub tersebut belum diterima.

"Langkah kita segera Lurr"u"i-
kan solusi untuk dappt men-
cairkan hibah ini. Sefrentara
yang bisa dicairkan, hiUah yang
diperuntukkan bagi dma adat,
banjar adat dan subak. Di luar
tiga itu, masih tetap kita usaha-
kan untuk dicarikan solusinya,"
jelas Yudha Saka.

Dalam rapat yang juga diikuti
oleh kepala SKPD di lingkungan
Pemkab Badung, Sekda Kompy-
ang R. Swandika juga nfenjelas-
kan, pihaknya tidak itinggal
diam untuk mencari solusi pen-
cairan hibah tersebut. Bahkan,
ia mengaku telah beberapa kali
berkonsultasi, baik ke gubernur
juga ke BPKP. Sementarrr terkait
pergub, Kompyang R. Swandika
menjelaskan, pihaknya belum
menerima hal tersebut dalm
bentuk p"l4D: (adr730)

!APA! -Penjabat Bupati Badung Ir. Nyomon Harry yud,ha
Saha, M.M. bersama Sekd.a Badung Kompyang R. Swand,iha
mel_ahuhan yapat bersanta unswr Tyfunpinan DPRD Bad,ung,
Rybly@O/9) hemarty
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Ka$us Korupsi Pengolahan Hupuk Organik

Mantan I{adis Pert arara
Bangli Jadi Tersangka

Denpasar (Bali Post) -
Sidang dugaan korupsi dana bantuan

sosial pengembangan unit pengolahan
pupuk organik (UPPO) dengan terdakwa
Ketua Kelompok Tani Ternak Bina
Winangun, Desa Batur Tengah, Kinta-
mani, Nyoman.luniada (40), Selasa (2919)

kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipilor
Denpasar. Jaksa penuntut umum (JPID
I Bagus P.G. Agung dkk. menghadirkan
sejumlah saksi, termasuk mantan Kadis
Pertanian, Perkebunan dan Perhutuanan
(P3) Wayan Supartana. Bahkan, Kadis ini
juga dijadikan tersangka.

Selain itu, terungkap dalam persidan-
gan, saksi lainnyan yakni Ketua Tim
Teknis Wayan Sadia menerima uang Rp
34 juta. Pada sidang Selasa lalu, terdakwa
didampingi pengacara I Made Suardika
Adnyana. Terungkapnya mantan Kadis
P3 yang kini sudah menjadi Kadis Perila-
nan dan Peternakan Supartana, lantaran
dia menjadi saksi. Pengacara terdakwa
menyampaikan posisi Supartana adalah
seorang tersangka. "Mohon maaf, kalau
bisa pemeriksazrn saksi Kadis dipisahkan
majelis, lantaratr sudah menjadi tersangka

tirn teknis namun mengaku tidak
apa-apa. Kok bisa?" hardik Beslin.

tidak ada saya dapat bagian," kilahnya.
Usai sidang, pengacara terdakwa

memastikan memang Kadis Supartana
sudah menjadi tersangka. Suardika nlen-
gatakan itu karena memberikan reko-
mendasi pencairan. (kmb37) 

i

Ketika tersangka Supartana merNadi
saksi, langsung ditanyakan terkait {en-
gan uang Rp 34 juta yang diambil Wldia

mengambil uang Rp 34 juta dengan ala-
san untuk dibagi-bagi. Apakah bapak
dapat?" tanya hakim ke Supart{na.
Dengan wajah merah. saat itu Supar$na
mensseleng sambil mengaku tidak thhumenggeleng sambil mengaku tidak &hu
dan tidak ada. "Saya tidak tahu-menethu,
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K0NI Anggarkan Dana

Pra-PON Rp 4,4 Miliar
Denpasar (Bali Post) -- -XJ*it" 

O'U}t*ga Nasional Indonesia (KONI)

S*li -""g "gg"tk"n 
dana sebesar Rp a,4 miliar

""t.* +S""16""9 olahraga (cabor) yang Pengr-
kuti aians Prakualifikasi PON 2015' Ketum
XOf.U"Sufr t Ketut Suwandi dr Denpasar, Rabu

igolg t<emarin mengatakan, lngg-aran.Rp 4'4
Ilt"" it" berasal dari dana hibah APBD Pe-

rubahan tahun 2015.- - ;'iana itu sudah total dari segala kebutuhan
Pra-PON. Dana tersebut dipakai tS^3b3".q
olahraga yang mengikuti ajang-P.-ra-P.9N''J-a,g:

setiap cabor. d,ibantu kurang lebrh selotar -ruu

;d;;*h:t.-ckaPnYa. Mantan Ketum KoNI
"e"arrttg itn -enambahkan. pihaknya betl*uP
semua cabor bisa menenma dan memanamr

llG"["t".u" bantuan yang diberikan pihak
KONI Bali. Untuk itu, dirinya berharap mastng-

masing cabor bisa mencari dana tambahan
,r"i"f it"""tupi kekurangan. mengingat KONI
Bali tidak bisi membantu utbor dengan sep-

""uh 
nvu.'Judt, kami berharap semua cabor bisa

memahami jumlah bantuan yang drberrKan'
ujarnya.(kmb41)
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Soal Lahan EksTiara Grosir

ndag Respons Positf
ikelolo PD Pasar

Rencana PD Pasar Denpasar-untuk mengclola lahan eks Tiara Grosir, menda-
pat ta_nggapan dari Menteri lerdagan_gan (Mendag) RI Thomas Trikasih Lembong.
saat berkunjung ke Pasar Badung, Menteri peidagangan 

"u*pui'ail"rikan ii-
formasi terkait i"ttca'u_ p".rgelolain t;h;; i;;";;Tri;i ft #;"imenya-b..t
positif rg_lcana yang dilakukan Pemkot Denpasar," ujar Dirut pD pasar Denpasar
I Made Westra. Rabu (30/9) kemarin.
, Menteri Perdagangan dalam kunjulgan ke pasar Badung sempat melihatl

aktrvrtas pedagang dan pembeli saling berdesakan. Terlebih, kunjungan itu di-l
Lakukan pagi hari. Melihat kondisiitu, Menteri rhomas meminta agaioirut pli
Pasar Denpasar melakukan perbaikan atau merevitalisasi los peda"gang ikan di
lantai satu dimaksud.
- 4tu9 desakan it', westra me-nyatakan penataan los tersebut sudah sempat
dilakukan. Namun karena jumlah p-embeii saat itu sangat tu"yai, sehingga
terlihat salg_a! krodit. Pada saat itu. Wesrra j*ga menjelasf"" ur"f -ih[ F;;i?;
Denpasar di lahan eks Tiara Grosir. l,okasi rtir Judah direncanakan sebagai pasar
tradisional ydng bersih dan segar. Dikatakamya, dari maket gambar yaig sudah
rampung, pasar tersebut akan dibuat senyaman mungkin unluk kegilt"i uxtvt,
pasar tradisional yang segar dan bersih.

. 
Dari empat lantai yang dirancang, lantai basenrcn, memang akan dipenrntulkan
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ilagih Tunggakan PBB

Pemkab akan Libatkan

KeJaksililn
Bangli (Bali Post) - |

Adlnya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak Rp 10 rlriliar yang
belum berhasil ditagih Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan dan pasedahan
Agung menjadi so"otatt dewan. Pemerintah daerah diminta segera memfentuk tim
penyelesaian piutang.

Anggota DPRD Bangli Dewa
Gede Oka, Rabu (30/9) kemarin
menjelaskan pembayaran pajak
secara tepat waktu akan mampu
memberikan angin segar bagi
daerah. Sebab, darta ini bisa
dijadikan sebagai salah satu
pendukung untuk mempercepat
pembangunan. Namun, jika
dihadapkan dengan kondisi
sekarang, yakni adanya tung-
gakan PBB yang telah terjadi
selama bertahun-tahun, secara
tidak langsung akan menyebab-
kan pembangunan terhambat
lantaran terbentur anggaran.
"Pajak yang dipungut ini kan
bisa dijadikan anggaran un-
tuk pembangunan. Kalau lama
menunggak, secara otomatis
pembangunan akan tersendat,"
katanya.

Menurut Dewa Oka, agar
tunggakan pajak tak terus ber-
langsung, Dispenda perlu segera
membentuk tim penyelesaian
piutang yang melibatkan lemba-
ga lainnya. "Pemerintah Daerah
perlu segera membentuk tim un-
tuk menyelesaikan piutang ini,

agar penagihan bisa di-Iakukan
lebih cepat," tegasnya.

Disampaikan, perlunya pem-
bentukan tim ini, tak lain untuk
menyikapi imbauan pemerintah
provinsi agar pemerintah daerah
segera menyelesaikan piutang
ini. 'Apalagi waktu ini tungga-
kan pajak jadi asistensi guber-
nur. Itu harus segera disikapi,
salah satunya dengan memben-
tuk tim itu," katanya. Politisi
Gerindra ini juga menyampaikan
jika nantinya dalam penagihan
piutang ini ada rirasyarakat
yang keberatan, tim diminta
tidak sungkan-sungkan untuk
menyelesaikannya melalui lem-
baga hukum. "Kalau penunggak
itu bandel, bawa saja ke lembaga
hukum," ujarnya.

Selain Dewa Oka, adanya
tunggakan PBB selama ber-
tahun-tahun ini juga menjadi
sorotan Wakil Ketua DPRD
Bangli I Komang Carles. Ia me-
nilai, penanganan tunggakan
pajak ini belum berjalan secara
maksimal. "Sangat disayangkan
adanya tunggakan pajak yang

terjadi selama bertahun-tahun,"
katanya.

SelainPBB, t Pajak
Hotel dan Restora (PHR) jusa

L serius. Se-perlu disikapi se

bab, jika tungga

pariwisata, salah Ltunya Pe-
kini masihnelokan yang hi

semrawut. "Tu kan PHR
juga perlu disikapi, pinta politisi
Demokrat asal Ki maru lru.

ditagih, nantinya
kan untuk mem

itu berhasil
isa diguna-
nahi objek

komunikasi
gan aparat
tidak mung-

penagr-
in dengan

membentuktim, i i terkait

Lanjut Carles,
han piutang ini,

perlu juga menjali
secara intens de
desa. Sebab, buka
kin adanya pajak ini
karena kurang me-
mahami prosedur $embayaran.

"Komunikasi dengan aparat
desa ini yang penting. Dia yang
paling tahu kondisi masyarakat-
nya," ungkapnya. Spmentara itu,
Kepala Dinas Pen$apatan dan
Paiedahan Acunc Qd. Suryawan
mengaku sudah m{npersiapkan
tim penyelesat""49"* tnr U""

I



Sub Bagian Huffias dan Tata Usaher BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi

[ra st

Ed isi

Hal

: vsnts,t o&b zott
A

:d

;
Jtr

I

tt" ,,{,i,i,.lw
*;tuMu,yn

kini masih tahap pemantapan.
"Kami sudah mmepersiapkan
tim ini. Kita perlu buat embrion-
ya dulu. 2016 tim ini ditareetkan
sudah bisa kerja." cetusnya.

Selain melibatkan SKPD
terkait, penyelesaian piutang ini
juga bekerja sama dengan Kejak-
saan. Artinya, jika ada kesulitan

penagihan piutang dan harus
memerlukan suatu ketentuan.
Dispenda bisa berkonsultasi
dengan kejaksaan dari segi hu-
kumnya. "SKPD terkait juga
karni libatkan dalam tim itu.
Kerja sama dengan Kejaksaan
juga ada," ucap mantan Kepala
Inspektorat ini. (kmb4b)

Dewa Ged.e Oha

w
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Terkendala Personel

Damkar Nusa Pentda
Tak Kunjung Dikirim

Semarapura (Bali Post) -
Armada pemadam kebakaran

(damkar) untuk operasional
di Nusa Penida tidah kunjung
dikirim. Terbatasnya jumlah
personel menjadi kendala be-
lum beroperasinya damkar
di kecamatan ini. Untuk itu,
Kasi Damkar Dinas Pekerjaan
Umurn Klungkung I Wayan

kelengkapannya.
Toya menjelaskan, armada

Damkar Nusa Penida telah tiba
17 Agustus lalu. Mobil seharga
Rp 1 miliar lebih tersebut saat
ini masih ditempatkan di Dinas
PU Kabupaten Klungkung,
sebab pihaknya baru saja men-
gajukan surat kajian ke Bupati
Klungkung I N1'om^r Suwirta.

Kajian tersebut untuk me-
ngajukan personel yang akan

ditempatkan di Kecamatan
Nusa Penida. Ia mengajukan
21 personel tambahan di luar
yang sudah ada rintuk bertugas
{qlam tiga shift rblama 2a jim.
lKajiannya sudah ada di meja
Pak Bupati," ujar Toya ditemui
di Kantor Bupati Klungkung,
Rabu (30/9) kemarin.

Toya mengajukan kajian untuk
pengadaan personel beserta

Selain masalah personel, lan-
jutnya, hingga seftarang belum
ada kantor khusrfs untuk men-

I

empatkan armadf dan personel
damkar di Nusa Penida. Meski
begitu, pihaknya memastikan
armada damkar rrkan diposisi-
kan di kantor carnat setempat.
"Kalau kajian sudah disetujui,
diperkirakan pada November
atau Desember. armada su-
dah bisa dioperagikan di Nusa
Penida," beberny4.

Petugas yang af,an ditempat-
kan di Nusa Periida nantinya

dilengkapi dengaln peralatan
keamanan seperti helm, jaket,
dan sepatu. Mereka dipastikan
dapat beroperasi hingga ke
pelosok-pelosok Nusa Penida.
Hanya, wilayah Nusa Ceningan
dan Nusa Lembongan tidak bisa
dijangkau, mengiqgat terpisah
lautan. "Pada tahun anggaran
2016 baru kami adakan armada
di Nusa Lembongan," ungkap
!Y+r({-")
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